MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER  : 010 K/N/2000
TANGGAL PUTUSAN : 5§ April 2000

MAJELIS :t

KAIDAH HUKUM

H. Soeharto, SH.

2. Ny. Supraptini Sutarto, SH.
3.
1

Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.

. Termohon kasasi bukanlah Kreditur sepa-

ratis dalam arti mempunyai hak tanggung-
an, gadai, tetapi dijamin oleh penjamin.
Adanya penjamin ini tidaklah berarti Ter-
mohon kasasi lalu merupakan Kreditur
separatis dalam perkara kepailitan;

Dalam hal adanya penjamin dan selaku
penjamin yang telah melepaskan hak-hak
istimewanya yang diberikan oleh Undang-
undang, maka Kreditur dapat  memilih
apakah akan menagih hutangnya kepada
Debitur asli atau kepada penjamin;

NAMA PENGGILAN  : Perubahan dalam likuidasi;

KLASIFIKAS] : Utang-Piutang; _ .
—- Surat sanggup untuk r_nemb_ayar; L
PERATURAN : Pasal 1820 BW.

AMAR PUTUSAN MA :

- Menolgk permohonan.kasasi dari pemohon kasasi PT. :Amawi

Agung Corporation;

— Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebe-
sar Rp. 2.000.000,~ (dua juta rupiah);

Duduk Perkara :

- Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit No. 021/PT.KG/XI/1996 jo
surat sanggup untuk membayar jo tanda terima uang oleh Termo-
hon, tertanggal 26 November 1996, sebesar Rp. 6.000.000.000 -
{enam milyar rupiah) dari Pemohon, dengan ketentuan bunga se-
besar 22 % dan provisi sebesar 1% untuk setiap masa 12 bulan dan
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hutang tersebut jatuh tempo pada tanggat 26 November 1997 (Bukti
P-1a, P-1b, P-1¢);

— Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26 No-
vember 1987, Termohon telap tidak melaksanakan kewajiban
membayar kemball hutangnya kepada Pemwohon; melalui surat-
surat Pemohoen dan kuasa hukumnya sebagai berikut :

Surat No. 057/TL-Astria/XIl/87 tertanggal 30 Desember 1997 dan
seterusnya (bukli P-2a, P-2b, P-2¢, P-2d, P-2e, P-2f, P-2g, P-2h, P-
2i);
— Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang termohon, maka pertanggal
- 31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga Termohon
pada Pemohon sebesar .

Hutang pokokK ... Rp. 6.000.000.000,-
Bunga per 26 Okt. 1997 - 31 Okt 1997 ... Rp. 33.000.000,-
Bunga per 1 Nov. 1997 - 12 Maret 1988 ... Rp.  728.000.000,-
Rp. 7.782.993.000,-

Pengurangan offsetf giro 13 Maret 1898  Rp. 2.116.203 -
_ Rp. 6.760.875.797 -

Bunga per 13 Maret 1997 - 31 Okt. 1999 ... Rp. 3.305.928.920,-
Bunga per 1 Nov. 1999 - 31 Des.1998 ... Rp. 337.226.863,-
Jumiah (sisa tagihan) Rp. 10.404.031.580,-

— Bahwa, Termohon juga mempunyai hutang lasin selain kepada
Pemohan, yaitu pada :

— Bank Pelita (BBO) diambil alih oleh BPPN sebesar Rp.
10.000.000.000,- (sepufuh milyar rupiah);

— Bank Tamara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar
rupiah),

- Bank Modern (BBO) diambil alih oleh BPPN sebesar Rp.
7.000.800.000,- (tujuh milyar rupiah);

- Sejahtera Bank Umum (BDL) sebesar Rp. 1.170.464.356,- (satu
milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat
ribu figa ratus lima puluh enam rupiah) (bukti P-3);

~ Bahwa, terbukti secara sah menurut hukum, Termohon mempunyai
dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang
yang telah jaiuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;
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Amar Putusan PN :

Mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon;
Menyatakan PT. Amawi Agung Corporation dalam keadaan pailit;
Menunjuk Sdr. | Gusti Nyoman Putra, SH. selaku Hakim Pengawas;
Mengangkat Sdr. Hendra Roza Putra, SH. sebagai Kurator;

Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator, ditentukan kemu-
dian setelah kurator selesai menjalankan tugas;

Membebankan biaya perkara kepada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,-
(lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Alasan Kasasi :

1.

Bahwa putusan Judex Facfie adalah sangat bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mengabul-
kan permohonan pailit dari Termohon;

dengan alasan sebagai berikut :

— Karena Termohon kasasi adalah "Kreditur Sebaraiis” dan bukan
kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat {1) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1998;

- Bahwa oleh karena Termohon kasasi bukanlah kreditur seba-
gaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomar 4
Tahun 1998, maka seharusnya ditofak, hal ini sesuai putusan
MA-R! No. 07/K/N/1998 tanggal 4 Februari 1998 yang menen-
tukan "Kreditur Separatis yang tidak melepaskan hat tertebih
dahulu sebagai Kreditur Separatis, bukan “Kreditur" sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor
4 Tahun 1998; '

Bahwa putusan Judex Factie adalah sangat bertentangan dengan
ketentuan hukum Jaminan Pribadi sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1820 BW, hal ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut

- Bahwa pada halaman 13 putusan menyatakan, “menimbang,
berdasarkan bukti P-1, P-3b jo hukti T-1 s/d T-5, terdapat fakta
hukum yang memperlihatkan bahwa Saudara Lesmana Basuki
{Komisaris Utama dari Debitur) dalam kapasitasnya selaku
personel guarantor, telah melepaskan hak-hak istimewanya
sebagaimana diberikan oleh Undang-undang sehingga pemohon
dapat memilih untuk menagih hutang dimzaksud pada Debitur
yang kini mempunyai kedudukan sefara dan terbukli bahwa
pemohon menjatuhkan pifihannya untuk meiakukan penagihan
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hutang pada Debitur; karenanya adalah beralasan menurut hu-
kum bagi Majelis Hakirm untuk menolak Eksepsi Debitur;

— Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada bagian | butir 1 dan
2 memori kasasi pemohon, dimana kredit yang diberikan ter-
mohon kasasi kepada pemohon kasasi adalah Kredit dengan
jaminan Pribadi atau personel guaraniee, dan kapasitas termo-
hon kasasi adslah sebagai Kreditur Separatis;

3. Bahwa Judex Faclie teiah salah menerapkan hukum, terutama
- ketentuan Pasal 1 ayat {1} Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
sebagaimana perfimbangan hukumnya pada halaman 13, 14 dan

15 putusan, yang didasarkan atas hal-hal sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan bukti permohonan kasasi T-2 surat per-
nyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1989, sebagaimana
fercantum pada butr [, telah terbukli adanya perdamaian
antara pemchon kasasi dengan termohon kasasi uniuk
menyelesaikan kreditnya masing-masing dalam surat per-
nyataannya perdamaian secara tegas disepakati bahwa Kredit
pemohon kasasi kepada termohon kasasi dibayarkan oleh
group perusahaan termohon kasasi demikian juga sebatiknya;

Partimbangan Hukum MA :

-~ Bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena PN tidak salah
menerapkan hukum, sebab termohon kasasi bukanlah kreditur
separatis dalam arti mempunyai hak tanggungan, gadai atau
fiducia, tetapi difamin oleh penjamin (borgfoch). Adanya penjamin ini
tidaklah berarti bahwa termohon kasasi (kreditur) lalu merupakan
kreditur separatis dalam perkara kepailitan;

— Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena PN tidak salah
menerapkan hukum, sebab dalam hal adanya penjamin dan selaku
penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberi-
kan oleh Undang-undang, maka kreditur dapat memilih apakah
akan menagih hutangnya kepada Debitur asli atau kepada penja-

. minnya; . | : :
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PUTUSAN
NOWMOR : 018 PK/NI2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHN AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION, berkedudukan
di Jalan Wahid Hasyim No. 65 Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh para kuasanya : SUROS0O ACHMAD, SH.,
ADI WALUJO, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., DAN
IVONE INDAH PERTIWI, SH., para Pengacara pada
Kantor Hukum & Pengacara Hargianio, Suroso &
Rekan, beralamat di Komplek Harmoni Piaza Blok
B/42, Jalan Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat, ber-
dasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September
2000, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemahon KasasifTermohon Pailit/Debitur;

melawan:

TIM LIKUIDASE PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam
likuidasi}, berkedudukan di Jalan Panglima Polim
Raya No.105-108 H dan | Jakarta Selatan, dalam hal
ini diwakili oleh para kuasanya : J.A. SETIAWAN, SH.
dan OTTO BISMARCK FATULLAH, SH., para Advo-
kat/ Pengacara pada Firma Hukum JA. Seftiawan &
Pariners, beralamat di Wisma Nugraha lantai 2 Jalan
Raden Saleh Raya No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 28 September 2000, se-
bagai Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termo-
hon KasasifPemchon Pailit/Kreditur,

Mahkamah Agung te%sebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Permohon Kasasi telah
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan
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Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2000 Nomor : 010 K/N/2000
yang ielah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Ter-
mohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan
posita perkara sebagai berikut :

~ Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 021/FT.KG/XI/1996
(untuk selanjutnya disebul perjanjian} jo Surat Sanggup untuk
membayar jo Tanda Terima Uang oleh Termohon tertanggal 26
November 1996. Termohon tetah terbukti menerima fasilitas hutang
sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah} dari Pemchon,
dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1%
untuk setiap masa 12 (dua belas) bulan dan hutang tersebut jatuh
tempo pada tanggal 26 November 1887,

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26
November 1997, Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya
membayar kembali hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
tersebut kepada Pemohon, sebagaimana ternyata dari surat-surat
Pemahon dan kuasa hukumnya seperti terurai dalam surat permo-
honan;

olen karena itu Termohon telah ternyata mengabaikan kewajiban-
nya menurut hukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada
Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan pailit atas
Termohon dan terdaftar dengan No. 83/PAILIT/1999/PN.NIAGA/
JKT.PST. berdasarkan kesanggupan Termohon untuk membayar
hutangnya, permohonan tersebut dicabut dengan surat No.
177/JAS.NLIT/99 tertangoal 8 Desember 1999, Namun setelah
tanggal pembayaran yang disepakati dan setelah diberikan peringat-
an hingga ke-2 (dua) kalinya ternyat Termchon tetap tidak me-
menuhi kesanggupannya;

- Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang tersebut, maka per tanggal
31 Desember 1999 jumiah seluruh hutang dan bunga Termohon
pada Pemohon sebesar Rp. 10.404.031.580,- (sepuluh milyar em-
pat ratus empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh
rupiah} dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permo-
honan :

-~ BANK PELITA (BBO/Bank Beku Operasi) diambil zlih oleh
BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sebesar
Rp. 10.000.000.000,- (sepuiuh milyar rupiah);

- BANK TAMARA Tbk. Kantor Pusat Operasional ASEMKA, sebe-
sar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
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- BANK MODERN (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh
BFPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sebesar
Rp. 7.000.000.C00,- (tujuh milyar rupiah); -

- SEJAHTERA BANK UMUM (BDL/Bank Dalam Likuidasi), ber-
alamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65, Jakarta Pusat Sebe-
sar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta
empat ratus enam puiuh empat ribu tiga ratus fima puluh enam
rupiah);

- Bahwa dengan derikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut
hukum, Termohon mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1998;

— Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti
secara szh dan meyakinkan menurut hukum, adanya hutang-
hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta
wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon. Selain juga terbukti
adanya hutang Termohon kepada kreditur lain sebagaimana diurai-
kan di atas, dan sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit
ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, Termohon tetap
tidak membayar kepada Pemohon, maka menurut hukum cukup
alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan
Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun
1988 tentang Kepailitan, maka guna melindungl kepentingan
Kreditur/Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak
melakukan perbuatan hukum atau harta kekayaan yang dapat
berakibat merugikan kepentingan Pemohon, maka dimohon agar
Ketua Pengadilan Niaga berkenan untuk menunjuk Kurator semen-
tara hingga waktu ditetapkannya Kurator Tetap, guna mengawasi
pengeloiaan usaha Termohon dan mengawasi Pembayaran kepada
Kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termochon dalam
rangka Kepailitan, yang biayanya ditanggung cleh Termohon;

— Bahwa untuk memenuhi kelentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini
Pemohon mengusutkan agar Pengadilan Niaga berkenan meng-
angkat Kurator : HENDRA ROZA PUTERA, SH., yang beralamat di
Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan, Jalan Tanjung
Duren Raya No. 14A, Jakarta Barat yang berdasarkan keterangan-
nya sendiri berhak unfuk menjabat sebagai Kurator Sementara
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maupun Kurator Tetap serta tidak mempunyai benturan kepentingan
jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini
maupun permohonan pernyataan pailit terhadap Termochon, (Bukti
P-4) sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasnya Pemohon

menyerahkan kepada Kebiiaksanaan Pengadilan Niaga untuk meng-
angkat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka

dengan hal ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal seba-
gai herikut : :

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh-
nya;

Menyatakan Termohon/PT. ASMAW! AGUNG CORPORATION
berkedudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan Pailit;

Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini
menurut pertimbangan Pengadilan;

Menunjuk Sdr. HENDRA ROZA PUTERA, SH. sebagai Kurator
sementara sebelum Termohon dinyatakan Pailit dan selanjuinya
sebagai Kurator atas pernyataan Pailit ini;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 28 Februari
2000 No. O5/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT PST. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh
Pemohon (Kreditur) yaitu TiM LIKUIDASI PT. ASTRIA RAYA BANK
(Dalam Likuidasi});

Menyatakan PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION (Debitur)
berada dalam keadaan Pailit:

Menunjuk Sdr. | GUSTI NYOMAN PUTERA, SH. Hakim Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas;

Mengangkat Saudara HENDRA ROZA PUTERA, SH. dari Kantor
Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan beralamat di Jalan Tanjung
Duren Barat Raya No. 14A Jakarta Barat sebagai Kurator;
Menetapkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan
ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugas-
nys;

Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,-
{lima juta defapan ratus ribu rupiah);
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Menimbang, bahwa amar pufusan Mahkamah Agung Rl tanggal
10 April 2000 Nomor : 010 K/N/2000 yang telah berkekuatan hukum
tetap tersebut adalah sebhagal berkut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi | PT. ASMAW
AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasa-
nya : SRIE MELYANI, SH., PARLAUNGAN, SH., dan RACHMAT
MULYANA, SH. tersebuf;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara da-
lam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut /n casu putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 10
April 2000 No. 010 K/N/2000 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/
Termohon Pailit pada tanggal 18 April 2000, kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit dengan perantaraan Kuasanya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2000 diajukan
permchonan peniniauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadil-
an Niaga tersebut pada tanggal 26 September 2000 permchonan
mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permo-
honannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut
pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama
pada tanggal 27 September 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak
lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadil-
an Niaga Jakarta Pusat tanggal § Oktober 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesual dengan Pasal 286,
287 dan 288 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan peninjauan kem-
bali a quo heserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang secara
formit dapat diterima; ' '

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menga-

jukan alasan-alasan Peninjauan Kembalt yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bashwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa dalam
perkara ini terdapat bukti tertuiis baru yang penting, yang apabila
diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasil-
kan putusan yang berbeda :
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1.1. Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 10 Desember 1997

antara PT. Bumi Indira Wisesa dengan PT. Asmawi Agung
Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) (Bukti PPK-1a);

Bahwa didalam Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut yang di-
buat dibawah tangan antara PT. Bumi Indira Wisesa {BCA
Group) selaku penjual dengan PT. Asmawi Agung Carporation
(Pemohon Peninjauan Kembal) selaku pembeli yang telah
sepakat untuk menjual/mengalinkan kepada Pemohaon Penin-
jauan Kembali atas semua dan setiap tagihan, piutang, hak
dan Kklaim untuk menagih, menuntut dan menerima pem-
bayaran atas semua dan setiap jumiah uang berupa apapun
hingga jumlah berapapun yang dimilikifddipunyai atau
diperoleh PT. Bumi indira Wisesa terhadap PT. SBU (DL)
berdasarkan Perjanjian Jual Befi, Deposito dan Agreement,
termasuk hak dan wewenang yang dimiliki/dipunyai dan da-
pat dijalankan oleh PT. Bumi Indira Wisesa berdasarkan
Perjanjian Jual Beli, Deposito dan Agreement. Sebagaimana
tertera di dalam Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Piutang tertang-
gal 30 Desember 1997 antara PT. Bumi Indira Wisesa dengan
PT. Asmawi Agung Corporation {(Pemohon Peninjauan Kem-
bali)

Bahwa dari Perjanjian Jual Beli, Deposito dan Agreement ter-
sebut Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai total tagihan/
piutang yang dialihkan adalah senilai Rp. 69.245.203.283 -
(enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta
dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
Bahwa dari bukti tersebut ternyata PT. Asmawi Agung Corpo-
ration telah mengambil alih hutang-pihutang dari PT. Bumi
indira Wisesa yang berupa deposito-deposito dan bilf of ex-
change yang terdapat di PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam
Likuidasi) yang secara keseluruhan berjumlah Rp.
69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus em-
pat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh
tiga rupiah);

Bahwa asli surat perjanjian jual beli piutang ini telah diserah-
kan kepada Tim Likuidasi PT. SBU (Dalam Likuidasi) pada
tanggal 1 Desember 1998 sebagai kelengkapan data peng-
alihan piutang BCA Group, sebagaimana surat tertanggal 1
Desember 1998 dari Lesmana Basuki kepada Ketua Tim
Likuidasi PT, SBU; (vide Bukti PPK-1b};
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1.2, Akta-akta Jual Bel yang timbul sebagai follow-up dari Perian-

jian Jual Beli Piutang tertanggal 30 Desember 1897 (ad. 1
tersebut di atas), yaitu :

a. Akta Jual Beli Nomor 859/Cakung/1997 tanggal 30 De-
sember 1997 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuata
Akta Tanah SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. (Bukti
PPK-1a);

Bahwa Akta Jual Beli ini dibuat antara PT. Asmawi Agung
Corporation (Pemochon  Peninjauan  Kembali) selaku
penjual dengan PT. Bumi indira Wisesa dengan seiaku
pembeli, dimana para pthak telah sepakat untuk melaku-
kan transaksi jual beli tanah dengan Hak Guna Bangunan
yang terletak di Perkavelingan Pulogebang Permai Desa/
Kelurehan Pulogebang, Kecamaian Cakung, Jakaria
Timur dengan luas 24.275 meter persegi seharga
Rp. 10.403.571.463,20 (Sepuiuh milyar empat ratus tiga
juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam
puluh tiga rupiah dan dua puluh sén);

Bahwa di dalam akia tersebut PT. Asmawi Agung Corpo-
ration {Pemochen Peninjauan Kembal) mengakui telah
menerima sepenuhnya uang pembayaran dari PT. Bumi
Indira Wisesa dan Akta tersebut bertaku sebagai tanda
penerimaan yang sah (kwitansi), sebagaimana tercantum
dalam Akta Jual Beli tersebut pada halaman 2 huruf b;

b. akta Jual Beli 960/Cakung/1997 tanggal 30 Desember
1997 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. (Bukti PPK-2b);
Bahwa Akta jual beli ini dibuat antara PT. Asmawi Agung
Corporation {Pemochon Peninjauan Kembali) selaku
peniual dengan PT. Bumi Indira Wisesa dengan selaku
pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan
Hak Guna Bangunan yang terletek di Pulogebang,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas 160.840
meter persegi seharga Rp. 58.841.631.624,70 (lima puiuh
delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam
ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat
rupiah dan tujuh puluh sen) Akta Jual Beli Nomor
960/Cakung/ 1997, :

Bahwa di dalam Akta tersebut PT. Asmawi Agung Corpo-
ration (Pemohon Peninjauan Kembali) mengakui telah
menerima sepenuhnya uang pembayaran dari PT. Bumi
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Indira Wisesa dan Akiz tersebut berfaku sebagai tanda
pernerimaan yang sah (kwitansi), sebagaimana tercantum
datam Akia Jual Beli tersebut pada hataman 2 huruf b;

Bahwa dari kedua Akta Jual Beli tersebut jelas terlihat
bahwa PT. Asmawai Agung Corporation {Pemohon Penin-
jauan Kembali) mempunyai dana dari hasit penjuzlan
tanah tersebut di alas yaifu sebesar Rp. 10.403.571.463,20
(Sepuluh milyar empat ratus tiga juta fima ratus tujuh pu-
uh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dan dua
puiuh sen) ditambah Rp. 58.841.631.624,70 (lima puluh
detapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam
ratus tiga puluh safu ribu enam ratus dua puluh empat
ruptah dan tujuh puluh sen) sehingga secara keseluruhan
berjumlan Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan
milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu
dua ratus detapan puluh tiga rupiah);

Bahwa harga jual tanah berdasarkan Akta Jual Beli-Akta
Jual Beli tersebut di atas sama besarnya dengan jumlah
piutang yang dialihkan cleh PT. Bumi indira Wisesa (BCA
Group) kepada PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon
Peninjauan Kembali), dengan kata lain bahwa tanah yang
dijual oleh PT. Asmawi Agung Corporation {Pemochon
Peninjauan Kembali) dibayar dengan Perjanjian Jual Beli,
Deposito dan Agreement yang berada di PT. SBU (Dalam
Likuidasi) (sebagaimana perjanjian jual beli piutang terse-
but di muka) oleh PT. Bumi Indira Wisesa (BCA Group):

1.3. Surat No. 1359/TL/SBU-DL/XI/99 tertanggal 2 November

1999 dari Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum {Dalam Likui-
dasi) kepada PT. Asmawi Agung Corporation {Permohon
Peninjauan Kembali) (Bukti PPK-3);

Bahwa dengan surat ini Tim Likuidasai PT. SBU (DL) me-
nyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengenai
nencatatan pengambilalihan hutang-piutang antara Pemohon
Peninjauan Kembali dengan BCA Group denga total peng-
ambil-alihan piutang yang dicatat oleh PT. SBU (DL.) sebagai
setoran dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemaohon Penin-
jauan Kembali) sebesar Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh
sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus
tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), sebagaimana
tertulis di halaman 2 alinea 3 pada surat tersebut di atas;
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Bahwa disamping itu juga melalui surat tersebuf, Tim Likui-
dasi PT. SBU (DL) menyampaikan bahwa setoran yang
berasal dari pengambil alihan hutang-pivtang tersebut di atas
belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban PT. Asmawi
Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) dan/atau
group usaha dari PT. Asmawi Agung Corporaticn {Pemchon
Feninjauan Kembali) yang ada pada PT. SBU (DL), sebagai-
mana tertulis di halaman 2 alinea ke 4;

Bahwa dengan adanya surat ini {elah ternyata bahwa PT.
Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali)
mempunyai dana di PT. SBU (DL) yang diperoleh dari
adanya Pesanjian Jual Bell Piutang dan adanya Akta-akta
jual beli tersebut di atas yang hasilnya telah dicatat sebagai
seforan dari PT. Asmawi Agung Carporaticn (Peninjauan
Kembali) dan/atau group usaha dari PT. Asmawi Agung Cor-
paration {Pemohon Peninjavan Kembali} maka berarti hingga
saat int dana tersebut sepenuhnya masih menjadi milik PT.
Asmawi Agung Corporation (Peninjauan Kembali) dan ter-
simpan di PT. SBU (DL) dalam rekening PT. Asmawi Agung
Corporation {Peninjauan Kembali);

Bahwa berdasarkan bukii baru (novum) tersebut di atas da-
patlah dipastikan bahwa apabila bukti baru tersebut di atas
diajukan pada saat persidangan terdahuly, yaitu mengabul-
kan Permochonan Pemyataan Pailit yang diajukan oleh
Pemohon (Kreditur) yaitu Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank
(Palam Likuidast) dan menyatakan PT. Asmawi Agung Cor-
poration (Pemohon Peninjauan Kembali) (debitur) berada
dalam keadaan pailit. Dan Mahkamah Agung Ri tidak akan
menjatubkan putusan yang menyatakan menolak permohon-
an kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Asmawi Agung Corpora-
tion;

4, Bahwa bukli baru-buldi bary (novum) tersebut di atas diperkuat

pula dengan adanya :

2.1. Pedimbangan dalam putusan No. 05/PAILIT/2C00/PN. NIAGA/
JKT.PST. fertanggal 28 Februari 2000;
Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pemeriksa
permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon Peninjauan
Kembalfi (PT. Astria Raya Bank (DL)) terhadap Pemohon
FPeninjauan Kembali (FT. Asmawi Agung Corporation)
menyebutkan bahwa PT. SBU (DL} tidak pernah hadir dalam

Yurisprudensi Mafikgmak Agung R 215



216

2.2,

persidangan walaupun felah dipanggil secara patut menurut
peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut pada halaman
11 alinea 5 putusan No. 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST.
tertanggal 28 Fehruari 2000};

Bahwa dari hal tersebut di atas lelas bahwa PT. SBU (DL)
telah dengan sengaja fidak hadir dengan maksud untuk
menghindari memberikan keterangan yang benar mengenai
adanya dana di PT. SBU (DL) yang dimiliki oleh PT. Asmawi
Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar
Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua
raius delapan belas juta tujuh ratus enam pulch empat ribu
sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dapat dipastikan apabila PT. SBU (DL) hadir pada
saat persidangan dan menyampaikan keterangan/surat-surat
tentang hal-hal yang dikemukakan didalam surat No. 1359/
TL/SBU-DL/XI99 tertaggal 2 November 1399 dari Tim Likui-
dasi Sejantera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada PT.
Asmawi Agung Corporation (Permohon Peninjauan Kembali),
pastilah akan terungkap bahwa PT. Asmawi Agung Corpora-
tion (Pemohon. Peninjauan Kembali) masih mempunyai dana
sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar
dua ratus delapan belas juta tujub ratus enam puluh empat
ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga ti-
daklah mungkin Majelis Hakim pemeriksa permohonan paifit
dari PT. Astria Raya Bank (DL) {Termohon Peninjauan Kem-
bal) menjatuhkan putusan yang menyatakan PT. Asmawi
Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) (Debitur)
berada dalam keadaan Pailit;

Penetapan Hakim Pengawas No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga/
Jkt.Pst. tanggal 10 Juli 2000 (Bukti PPK-4);

Bahwa Penetapan Hakim Pengawas tersebut memberikan
pertimbangan dengan berdasarkan surat PT. Asmawi Agung
Caorporation (Femochon Peninjauan Kembali) kepada Tim
Likuidasi PT. SBU (DL} No. 24/VI/Dirut/99, tanggai 28 Juni
1999 yang dihubungkan dengan surat PT. SBU (DL) No.
13589/TL/SBU-DLAX/DIrut/99, tanggal 2 Desember 1999,
maka PT. SBU (DL) benar telah melakukan pencatatan dalam
jurnal pembukuannya sebagai setoran dari PT. Asmawi
Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar
Rp. 69.218.764.927,00 (enam puiuh sembilan milyar dua ra-
tus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu

Yurisprudensi Mahfamah Agung RI



sempitan ratus dua puluh iujuh ribu rupiah), yang berkaitan
dengan pengambil alihan utang-piutang sebagaimana di-
jelaskan di muka,

Bahwa sesuai dengan isi surat PT. SBU (DL) No. 1359/TL/
SBU-DL/XI/Diru9g, tanggal 1 November 1999 dan dihubung-
kan dengan surat kuasa hukum PT. SBU (DL) tertanggal 16
Mei 2000 No. 2593/ALNANAIO, tanggal 24 Mei 2000 dan
tanggal 5 Juni 2000 No. 2630/ALNA/VIOO dan penjelasan
kuasa hukum PT. SBU (DL) tersebut dalam rapat verifikasi
tanggal 25 Mei 2000, maka ternyata bahwa setoran PT.
Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali)
tersebut belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban
PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kem-
bali) kepada Group usaha PT. Asmawi Agung Corporation
{Pemohon Peninjauan Kemball) yang ada di PT. SBU (DL),
melainkan akan dipertimbangkan pada proses Likuidast, se-
bagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1999 o Surat Keputusan Direksi Bl Nomor
32/53/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1989, sehingga sampai saat
ini dana PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Penin-
jauan Kembali) masih tersimpan dalam Rekening Penam-
pungan PT. SBU (DL) sebagai cadangan pembayaran utang-
utang debitur pailt, jadi belum digunakan;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka dana setoran
PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kem-
bali) yang ada di PT. SBU (DL) sebesar Rp. 69.218.764.927,00
(enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta
tufuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh
tujuh ribu rupiah) tersebut beserta bunganya (kalau ada)
masih milik PT. Asmawi Agung Corporation {Femohon Penin-
jauan Kembali); Pertimbangan-pertim-bangan tersebut di atas
terdapat pada halaman 2 dan 3 dalam Penetapan Hakim
Pengawas No. 05/Pailiy2000/PN. Niaga/Jkt.Pst, tanggal 10
Juli 2000; ' '

Bahwa selain itu di dalam penetapan ini Hakim Pengawas
telah memberi izin dan memerintahkan kepada Kurator (H.
Hendra Roza Putera, SH.) untuk menarik dana milik Debitur
Pailit (PT. Asmawi Agung Corporation/Pemahon Peninjauan
Kemball) yang disimpan dalam rekening Penampungan PT.
SBU (DL) sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh
sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus
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enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
rupiah} merupakan budel pailit, sebagaimana tercantum pada
. halaman 17 Putusan Majelis Hakim Niaga No. 05/Pailit/2000/
PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 8 Agustus 2600;

Bahwa putusan ini juga menguatkan keberadaan dana PT.
Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembak)
yang disimpan di PT. SBU (DL} sebesar Rp. 68.218.764.927,00
{enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta
tujuh ratus enam puivh empat ribu sembilan ratus dua puluh
tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti
bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai asset yang
melebihi kewajibannya, bahkan apabila diperhitungkan dengan
mengurandi seluruh hutang-hutang (kewajiban) PT. Asmawi
Agung Corporation {Pemohon Peninjauan Kembali) kepada
Kreditur, PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Penin-
jauan Kembal) masih mempunyai sisa dana sebesar
Rp. 22.048.300.571,- (dua puluh dua milyar empat puluh de-
patan juta tiga ratus ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa berdasarkan bukfi-hukii baru (novum) beserta bukti-
bukti pendukungnya dapat terlihat bahwa PT. Asmawi Agung
Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai
dana sebesar Rp. 69.218.764.927, 00 (enam puluh sembitan
milyar dua ratus deiapan belas juta tujuh ratus enam puiuh
empat ribu sembilan ratus dua puluh tujub ribu rupiah) yang
tersimpan di PT. Sejahtera Bark Umum (Dalam Likuidasi),
oleh karena itu seharusnya tidaklah dapat dikatakan bahwa
PT. Asmawi Agung Corporation {Pemchon Peninjauan Kem-
bali) berada dalam keadaan pailit atau dipailitkan dan putusan
Hakim Pemeriksa permchonan paiiit ini seharusnya menolak
Permohenan Pernyataan Pailit yang diajukan Termohon Penin-
jauan Kembali (PT. Astria Raya Bank (DL)) terhadap Pemohon
Peninjauan Kembali (PT. Asmawi Agung Corporation);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter-
sebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 sampsai dengan ad. 2:

bahwa alasan-alasann ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti
baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada rele-

vansinya {irrefevant) dengan putusan pailit & quo dengan pertimbangan
sehagai berikut
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- bahwa Peraturan Kepailitan (Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah
ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1898/Undang-undang Kepailitan) bertujuan untuk mem-
bantu menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan
efelktif;

- bahwa ukuran dapat tidaknya seorang Debitur dinyatakan pailit te-
lah diatur dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan; .

- bahwa dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Kepailitan tersebut
dapat disimputkan bahwa untuk dijatuhkannya putusan pailit tidak
tergantung apakah sessorang Debitur mempunyal kekayaan yang
cukup untuk membayar ufang-utangnya (mampu membayar),
melainkan apakah seorang Debitur mau membayar utangnya yang
telah jatuh tempo dan ia {(Debitur) mempunyai lebih dari seorang
Kreditur,

- bahwa oleh karena itu bukli yang diajukan dengan maksud mem-
buktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih mempunyai
cukup kekayaan, tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permchonan Peninjauan Kembali yang diajukan
oleh Pemchon : PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam
hal ini diwakili oieh para kuasanya SUROSO ACHMAD, SH., ADI
WALUJOQ, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., DAN IVONE INDAH
PERTIWI, SH. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus difolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kem-
bali ini ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatian pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta-
hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1
Tahun 1998 yang telah ditetapkan meniadi Undang-undang dengan

Undang-undagn Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonzan Peninjauan Kembali dari Permnohen Penin-
jauan Kembali : PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam
hat ini diwakili cleh para kuasanya SUROSO ACHMAD, SH., ADI
WALLIO, SH,, KRISTINA SIBARANI SH., DAN [VONE INDAH
PERTIWI, SH. tersebut;
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Menghukum Pemochon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar
Rp. 2.500.000,- {dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : RABU tanggal 1 NOVEMBER 2000, dengan Th.
KETUT SURAPUTRA, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Sidang, H. SOEKIRNO, SH. dan M. SYAFIUDDIN KARTA-
SASMITA, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang terse-
but dengan dihadiri oleh H. SOEKIRNO, SH. dan M. SYAFIUDDIN
KARTASASMITA, SH., Hakim-hakim Anggota dan BINSAR P.
PAKPAHAN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA,
ttd. ttd.
HSOEKIRNO, SH. Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

ttd.
M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya Peninjauan Kembali

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.......co.occvvneen. Rp. 1.000,-
3. Adminstrasi Kasasi...... Rp. 2.493.000,-

Jumlah ... Rp. 2.500.000,-
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PUTUSAN
NOMOR : 010 K/N/2000

DENi! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION, berkedudukan
dahulu di Jalan Pulo Gebang Permai Blok F/1 Cakung
Jakarta Timur, sekarang berkedudukan di Jalan Wahid
Hasyim No. 65 Jakarta, dalam hat ini diwakili oleh para
kuasanya : Srie Melyani, SH., Parlaungan, SH. dan
Rahmat Mulyana, SH., para Advckat & Pengacara
pada kantor Hukum Srie Melyani, SH. & Rekan, bera-
lamat di Gedung AUP Lantai 1 J1 Tanjung Karang No.
5 Jakarta Pusat 10230, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 1 Maret 2000, sebagal Pemohon Ka-
sasi, dahulu Termohon Peiliy Debitur

melawan:

TIM LIKUIDAS! PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam
likuidasi), berkedudukan di Jalan Panglima - Polim
Raya No.105-106 H dan | Jakarta Selatan, dalam hal
ini diwakili cleh' para kuasanya : J.A. Setiawan, SH.
dan ‘Rachmattullah Ruslan, SH., para Advokat/
Pengacara pada Kantor J.A. Setiawan & Partners Ad-
vokat/Legal Consultant beralamat di Wisma Nugraha
lantai 2 Jalan Raden Saleh Raya No. 6 Jakarta Pusat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember
1999, sehagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon
Pailit/Kreditur; : '

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebuf'temyaté' bahwa
sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan per-
mohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon
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di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya
atas dalil-dalil :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 021/PT.KG/XI/1996
(untuk selanjutnya disebut perjanjian) jo Surat Sanggup untuk
membayar jo Tanda Terima Uang oleh Termchon tertanggal 26
November 1996. Termohon telah terbukli menerima fasilitas hutang
sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dari Pemohan,
dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1%
untuk setiap masa 12 (dua belas) bulan dan hutang tersebut jatuh
tempo pada fanggal 26 November 1997 (Bukfi P-1a, P-1b dan
P-1c)

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26
November 1997, Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya
membayar kembali hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
tersebut kepada Pemohon, sebagaimana ternyata dari surat-surat
Pemaohon dan kuasa hukumnya sebagai berikut :

- Surat No. 087/TL-ASTRIA/XII/IT tertanggal 30 Desember 1997
- Surat No. 9068/TL-ASTRIA/VII/98 tertanggal 24 Juli 1998;

- Surat No. 1151/TL-ASTRIAXI/98 tertanggal 3 Desember 1998;
- Surat No. 1235/TL-ASTRIA/XIVIS tertanggal 28 Desember 1998:
- Surat No. 1432/TL-ASTRIA/IVI99 tertanggal 28 April 1999;

- Surat No. 1584/TL-ASTRIA/IV/SY tertanggal 14 Juli 1998;

© - Surat Peringatan No. 106/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 20 Septem-
ber 1899;

~ Surat Peringatan No. 114/JAS.NLIT/X/99 tertanggal 14 Septem-
ber 1999, namun Termohon tetap tidak melakukan pembayaran;

cleh karena itu Termchon telah ternyata mengabaikan kewajiban-
nya menurut hukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada
Pemohon (Bukti P-2a, P-2b, P-2¢, P-2d, P-2e, P-2f, P-2g, P-2h, P-2i);

~ Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan pailit atas
Termohon dan terdafiar dengan No. 83/PAILIT/1999/PN.NIAGA/
JKT.PST. berdasarkan kesanggupan Termohon untuk membayar
hutangnya, permohonan tersebut dicabut dengan surat No.
177/JAS.NLIT/S9 tertanggal 6 Desember 1899. Namun setelah
tanggal pembayaran yang disepakati dan setelah diberikan peringat-
an hingga ke-2 (dua) kalinya ternyat Termohon tetap tidak me-
menuhi kesanggupannya (Bukti P-2j, P-2k, P-2I:
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- Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang tersebut, maka per tanggal
31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga Termohon
pada Pemchon sebesar :

Hutang pokok ......coovveeveciece e Rp. 6.000.000.000 -~
Bunga per 26 Okt. 1987 - 31 Okt. 1997 ... Rp. 33.000.000 -
Bunga per 1 Nov. 1997 - 12 Maret 1998 ... Rp. __729.000.000 -

Rp. 7.762.993.000,-

Pengurangan offset giro (13 Maret 1998) .. Rp. 2.116.203 -

Rp. 6.760.875.797 -

Bunga per 13 Maret 1997 - 31 Okt. 1999 ... Rp. 3.305.928.920 -
Bunga per 1 Nov. 1999 - 31 Des.1998 ...... Rp. _337.226.863 -
Jumiah (sisa tagihan) Rp. 10.404.031.580,-

Rp. 10.404.031.580,- (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga
puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian
sebagaimana terurai dalam surat permohonan :

- Bahwa Termohon juga mempunyai hutang lain selain hutang
kepada Pemohon, yaitu kepada :

BANK PELITA (BBO/Bank Beku Operasi) diambil ‘alih dleh
BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) beralamat di
Wisma Danamon, Jalan Jenderat Sudirman Kav. 45-46, Jakarta
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (seputuh milyar rupiah);

BANK TAMARA Tbk. Kantor Pusat Operasional ASEMKA, bera-
famat di Jalan Asemka No. 31 Jakarta, sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupuah) o

BANK MODERN (BBO/Bank Beku OperaSL) duambﬁ alih oleh
BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), beralamat di
Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-48, Jakarta
sebesar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

SEJAHTERA BANK UMUM (BDL/Bank Dalam Likuidasi), bera-
lamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. .65, Jakarta Pusat Sebe-
sar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta
empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam
rupiah) (Bukti P-3);

-~ Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut
hukum, Termohon mempunyal dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
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ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat {1) Undang-undang
Nomoer 4 Tahun 1998;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum, adanya hutang-
hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta
wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon. Selain juga terbuksi
adanya hutang Termohon kepada kreditur lain sebagaimana diurai-
kan di atas, dan sampai dengan surat permchonan pernyataan pailit
ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, Termohon tetap
tidak membayar kepada Pemohon, maka menurut hukum cukup
alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan
Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun
1998 tentang Kepalilitan, maka guna melindungi kepentingan
Kreditur/Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak
melakukan perbuatan hukum atau harta kekayaan yang dapat
berakibat merugikan kepentingan Pemohon, maka dimohon agar
Ketua Pengadilan Niaga berkenan untuk menunjuk Kurator semen-
tara hingga waktu ditetapkannya Kurator Tetap, guna mengawasi
pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi Pembayaran kepada
Kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon dalam
rangka Kepailitan, yang biayanya ditanggung oleh Termohon;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini
Pemohon mengusulkan agar Pengadilan Niaga berkenan meng-
angkat Kurator : HENDRA ROZA PUTERA, SH., yang beralamat di
Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan, Jalan Tanjung
Duren Raya No. 14A, Jakarta Barat yang berdasarkan keterangan-
nya sendiri berhak untuk menjabat sebagai Kurator Sementara
maupun Kurator Tetap serta tidak mempunyai benturan kepentin-
gan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan
ini maupun permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon,
(Bukti P-4) sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasnya
Pemohon menyerahkan kepada Kebijaksanaan Pengadilan Niaga

untuk mengangkat dengan tetap memperhatikan kepentingan
Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dengan
hal ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai
berikut :
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1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemochon untuk seiu-
ruhnya; :

2. Menyatakan Termohon/PT. ASMAW! AGUNG CORPORATION
berkedudukan di Jakarta tersebut datam keadaan Pailit;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan Kepailitan ini
menurut pertimbangan Pengadilan,

4. Menunjuk Sdr. Hendra Roza Putera, SH. sebagai Kurator semen-
tara sebelum Termohen dinyatakan Pailit dan selanjutnya sebagai
Kurator atas pernyataan Palilitini;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkata:

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 28
Februari 2000 Nomor : 05/Pailit’2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh
Pemohon (Kreditur) yaitu Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank
(Datam Likuidasi); o B o

- Menyatakan PT. Asmawi Agung Corporation {Debitur) berada da-
lam keadaan Pailit S o o

~ Menunjuk Sdr. | GUSTI NYOMAN PUTERA, SH. Hakim Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas; _ : _

- Mengangkat Saudara HENDRA ROZA PUTERA, SH. .dar Kantor
Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan beralamat di Jalan Tanjung
Duren Barat Raya No. 14A Jakarta Barat sebagai Kurator;

- Menetapkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan
ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugas-
nya; . o . o

~ Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp.5.800.000.-
(ima juta delapan ratus ribu rupiah); :

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse-
but diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan
dihadiri oleh para pihak pada tanggal 28 Februari 2000, kemudian ter-
hadapnya oleh Termohon Pailit/Debitur dengan perantaraan kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2000 digjukan per-
mohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2000, sebagak-
mana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Kas/Pailiy2000/
PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta .Pusat, permahonan
mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-
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alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/
Kreditur yang pada tanggal 7 Maret 2000 telah disampaikan salinan
permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi,
diajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepani-
teraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2000:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan seksama, diajukan dalam tenggang wakiu dan dengan cara
yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permo-
honan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
talah :

Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hu-
kum dalam perkara ini dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang
menyatakan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie adalah putusan yang sangat berten-
tangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat {1) Undang-undang Nomor
4 Tahun 1988 tentang Kepailitan, dengan mengabulkan permo-
honan pailit dari Termohon Kasasi, hal ini didasarkan atas hal-hal
sebagai berikut

— Bahwa Termohon kasasi adalah jelas merupakan "Kreditur
Separatis” dan bukan "Kreditur" sebagaimana dimaksud Pasal
1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan, oleh karena Kredit yang diberikan Termohon Kasasi
kepada Pemohon Kasasi dijamin/ditanggung oleh Penjamin/
Penanggung (Borgfocht) "Lesmana Basuki’ sebagaimana telah
dibuktikan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Bukti T.1 yaitu
Jaminan Pribadi tanggal 26 November 1996;

- Bahwa oleh karena Termohon kasasi bukanlah “Kreditur" se-
bagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor
4 Tahun 1998 tentang Kepallitan, maka berdasar dan sudah
seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, hal ini
sesuai putusan MA-RI No. 07/K/N/1998 tanggal 4 Februari
1998 yang menentukan "Kreditur Separatis yang tidak me-
lepaskan haknya teriebih dahulu sebagai Kreditur Separatis,
bukanlah “Kreditur" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
T ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998"
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- Bazhwa berdasarkan uraian-uraign tersebut di atas maka jelas-
jelas kapasitas Termohon Kasasi (kreditur) tidak dapat di-
kategorikan sebagai kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1938 tentang
Kepailitan dan akibatnya putusan Judex Factie a quo secara
nyata sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jo
Putusan Mahkamah Agung Rl No. 07 K/N/1998 tanggal 4 Feb-
ruari 1999,

2. Bahwa putusan Judex Factie adalah putusan yang sangat berten-
tangan dengan ketentuan hukurmn Jaminan Pribadi atau psrsonal
guarantee {Borgtocht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1820
BW., hal ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

~ Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 13
putusan menyatakan : .

“menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampal dengan
P-3b dihubungkan dengan bukt T-1 dan T-5, terdapat fakta hu-
kum yang memperlihatkan bahwa Saudara Lesmana Basuki
(Komisaris Utarna dari Debitur) dalam kapasitasnya selaku
personal guarantor yang bersangkutan ternyata telah melepas-
kan hak-hak istimewanya sebagaimana diberikan oleh Undang-
undang sehingga pemohon (Kreditur) dapat memilih untuk me-
nagih hutang dimaksud pada Debitur atau- pada personal
guarantomya yang kini mempunyai kedudukan setara, dan ter-
bukti bahwa Pemohon (Kreditur) menjatuhkan pilihannya untuk
melakukan penagihan hutang pada Debitur; karenanya adalah
beralasan menurut hukum bagi Ma;ehs Hakirn untuk menalak
Eksepsi Debitur ini";

Adalah jelas merupakan pemmbangan “hukurn yang sangat
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1820 BW,;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian I butir 1 dan
2 memori Kasasi Pemohon Kasasi, dimana kredit yang diberi-
kan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah Kredit
dengan jaminan Pribadi atau personel guarantee, dan kapasi-
tas Termohon Kasasi adalah sebagai Kreditur Separatis;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum jaminan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1820 BW, apabila Debitur in casu
Pemchon Kasast lalai melakukan kewajibannya kepada Kreditur/
Termohon Kasasi terlebih dahulu harus meiakukan penagihan
kepada penjamin atau Personal Guarantee (Borgtochf) nya,
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dimana berasarkan ketentuan Pasal 1820 BW a quo tidak
dapat terlepas begitu saja secara serta merta, meskipun Pen-
jamin atau Personel Guarantee (Borgtocht) telah melepaskan
hak-hak istimewanya sebagaimana dipertimbangkan oleh judex
factie;

~ Bahwa nyatanya, Kreditur/Termohon Kasasi tidak atau belum
pernah melakukan penagihan kepada Penjamin atau Personal
Guarantee (Borgtocht) atas kredit Pemohon Kasasi terhadap
Termohon Kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Buki T.1
yaitu Surat Jaminan Pribadi tanggal 26 November 1996, akan
tetapi Termohon Kasasi langsung saja mengajukan permo-
honan pailit terhadap Pemohon Kasasi;

- Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum Judex
Factie dalam putusannya yang membenarkan tindakan Termo-
hon Kasasi mengajukan permohonan pailit terhadap Pemohon
Kasasi tanpa terlebih dahulu melakukan penagihan terhadap
Penjamin atau Personal Guarantee (Borgtocht) Pemohon Ka-
sasi, sebagaimana halaman 13 putusannya adalah lelas sangat
bertentangan dengan dasar hukum penjaminan sehagaimana
ditentukan dalam Bukti T.1 Surat Jaminan Pribadi tanggal 26
November 1996;

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, terutama
ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada
halaman 13, 14 dan 15 putusan, yang didasarkan atas hal-hal se-
bagai berikut :

— Bahwa berdasarkan bukti permohonan kasasi T.2 Surat Per-
nyataan Perdamaian tanggal 6 Desember 1999, sebagaimana
tercanturn pada butir |, telah terbukti adanya perdamaian
antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi untuk
menyelesaikan kreditnya masing-masing, dimana dalam Surat
Pernyataannya Perdamaian tersebut secara tegas dinyatakan
dan disepakati bahwa Kredit Pemohon Kasasi kepada Termo-
hon Kasasi dibayarkan oleh group perusahaan Termohon Ka-
sasi- demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, sejak
disepakati dan ditandatanganinya pernyataan perdamaian
tanggal 6 Desember 1999 tersebut, tanggung jawab Pemchon
Kasasi atas kreditnya terhadap Termohon Kasasi menjadi
hapus dan beralih kepada Group Perusahaan Termohon Ka-
sasi sendiri;
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- Bahwa bukti Pemchon Kasasi T.3 yaitu surat pernyataan per-
damaian tanggal 6 Desember 1999 terbukti diakui oleh Termo-
hon Kasasi, yaitu dengan dicabutnya permohonan pailit oleh
Termohon Kasasi yang pernah diajukan di Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dengan register perkara No. 83/PAILIT/199%/PN.
NIAGA/JKT.PST. sebagaimana surat kuasa hukum Termohon
Kasasi No. 177/JAS.N/LIT/XN/29 tanggal 6 Desemnber 1999;

- Bahwa dafam bukti Pemohon Kasasi T.2 surat pernyataan per-
damaian tanggal 8 Desember 1899, telah dinyatakan secara
tegas dimana kredit Pemohon Kasasi kepada Termohon
Kasasi akan diselesaikan secara perdamaian, demikian juga
kredit Group Perusahaan Termohon Kasasi yang ada di Group
Perusahaan Pemohon Kasasi akan diselesaikan secara per-
damatan. Sedangkan kapan jatuh tempo perdamaian sebagai-
mana dimaksud Bukti T.2, surat pernyataan perdamaian antara
Pemchon Kasasi dengan Termohon Kasasi fidak disebutkan
dengan tegas;

- Bahwa dengan telah disepakatinya kredit Pemohon Kasasi
kepada Termohon Kasasi sebagairmana Bukii T.2, "surat per-
nyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1992 tidak disebut-
kan secara tegas kapan jatuh tempo - atau: berakhirnya
perdamaian, maka dengan demikian-permohonan pailit yang
diajukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah
tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan- sebagaimana
dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun
1898 tentang Kepailitan; . IR .

- Bahwa berdasarkan Graian-uraian térsebit di atas, maka jelas’
pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana tersebut pada
halaman 13, 14 dan.- 15 putusan, yang menyatakan Pemohon
Kasasi tidak dapat membukiikan dalil-dalil bantahannya, ten-
tang adanya kesepakatan penyelesaian kredit Pemohon Kasasi
Kepada Termochon Kasasi adalah suatu kesalahan nyata dari
Judex Factie dalam menerapkan hukum terutama ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan, cleh karena telah terbukti secara hukum Pemohon
Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalif bantahannya, ten-
tang adanya kesepakatan perdamaian antara Pemchon Kasasi
dengan Termohon Kasasi, sebagaimana bukti Pemohon
Kasasi T.2, surat pemyataan perdamaian tanggal 86 Desember
1989 tersebut secara jelas tidak ditegaskan kapan jatuh tempo
dan berakhirnya pernyataan perdamaian;
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Menimbang :
Mengenai keberatan Kasasiad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengaditan
Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab Termohon
Kasasi bukanlah Kreditur Separatis dalam arti mempunyai hak tang-
gungan, gadai atau fiducia, tetapi dijamin oleh Penjamin {borgtocht).
Adanya Penjamin ini tidaklah berarti bahwa Termochon Kasasi
(Kreditur) lalu merupakan Kreditur Separatis datam perkara Kepailitan;

Mengenai keberatan Kasasiad. 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam hal
adanya Penjamin (Borgtocht) dan selaku Penjamin yang telah me-
lepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-undang,
maka kreditur dapat memilih apakah akan menagin hutangnya kepada
Debitur asli/utama atau kepada Penjaminnya;

Mengenai keberatan Kasasi ad. 3 :

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadil-
an Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan huum, sebab penger-
tian “jatuh tempo” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Kepailitan adalah terhadap utangnya, bukan jatuh
tempo Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Desember 1989 yang telah
dibuat antara Kreditur dan Debitur pada waktu mengajukan permo-
honan kepailitan yang pertama yaitu permohonan dengan Reg. No.
83/Paility 1999/PN Niaga/Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan
Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau
Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemo-
hon Kasasi PT. ASMAW] AGUNG CORPORATION tersebut haruslah
ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta-
hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1
Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan
Nomor 4 Tahun 1988 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;
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MENGADILI

Menoilak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ASMAW!
AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakil oleh para kuasa-
nya Srie Melyani, SH., Parlaungan, SH. dan Rahmat Mulyana, SH. ter-
sebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar blaya perkara
dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari - RABU fanggal 5 APRIL 2000, dengan H. SOEHARTO,
SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dan
Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. sebagai Hakim Ang-
gota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 10 APRIL 2000 diucap-
kan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang ter-
sebut dengan dihadiri oleh Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dan Praf,
DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. Hakim-hakim Anggota serta
BINSAR P. PAKFAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA,
ttal. ttd.
Nv. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. H. SOEHARTO, SH.

tid.
Prof. DR. PAULUS EFFENDI EOTULUNG, SH.

PANITERA PENGGANTHL,
tted.
BINSAR P. PAKPAHAN
Biaya Kasasi :
1. Meterai ... Rp. 2.000,~
2. Redaksi..........o e Rp. 1.000 -
3. Adminstrasi Kasasi...... Rp. 1,897.000,-
Jumiah ........... Rp. 2.000.000,-
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PUTUSAN
NOMOR : 05/PAILIT/2000/PN.NIAGAIJKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut
dalam perkara permohonan pernyataan pailit dari :

TiM LIKUIDAS! PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi), berkantor
di Jaian Panglima Polirn Raya No.105-106
H dan | Jakarta Selatan, dalam hal ini di-
wakili oleh para kuasanya : JUNAID]
ALBAB SETIAWAN, SH. dan RAHMAT-
TULLAH RUSLAN, SH., para Advokat dan
Pengacara berkantor di Wisma Nugraha
lantai 2 Jalan ‘Raden Saleh Raya No. 6
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 034/JAS.LIT/XIF99 tang-
gat 30 Desernber 1999, selanjutnya dise-
but sebagai PEMOHON (KREDITUR)

Dengan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap

PT. ASMAW! AGUNG CORPORATION, berkedudukan di Jakarta,
dahulu beralamat di Jalan Pulo Gebang
Permai Blok F/1, Cakung, Jakarta Timur,
sekarang beralamat di Jalan Wahid
Hasyim No. 65 Jakarta, dalam hal ini di-
wakili oleh para kuasanya : SRl MELYAN!,
SH., PARLINDUNGAN, SH., RAHMAT
MULYANA, SH. Advokat dan Pengacara
dari Kanfor Hukum "SRl MELYANI, SH. &
REKAN" berkantor di Gedung AUP, Lt. 9
Jalan Tanjung Karang No. 5 Jakarta
Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Februari 2000, selanjut-
nya disebut sebagai TERMOHON (DEBI-
TUR);

- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
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— Telah mendengar Para Pemohon dan Debitur;
—- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya

tertanggal 25 Januari 2000 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya
tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat dibawah Nomor Register Perkara : 05/Pailit/2000/
PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 31 Januari 2000 mengemukakan permo-
nonannya yang berisi hal sebagai berikut :

A. Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat di-
tagih

B

234

Bahwa berdasarkan Perjaniian Kredit No. 021/PT . KG/X1/1996
{untuk selanjutnya disebut perjanjian) jo Surat Sanggup untuk
membayar jo Tanda Terima Uang oleh Termohon tertanggal
26 November 1896. TERMOHON telah terbukti menerima
fasilitas hutang sebesar Rp. 6.000.000.000,- {enam milyar

“rupiah) dari PEMOHON, dengan ketentuan bunga sebesar

22% dan provisi sebesar 1% untuk setiap masa 12 (dua be-
fas) bulan dan hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 26
November 1997 (Bukti P-1a, P-1b dan P-1¢);

Bahwa setelsh tanggai jatuh tempo hutang pada tanggal 26
November 1897, TERMOHON tetap tidak melaksanakan ke-
wajibannya membayar kembali hutang yang tefah jatuh tempo
dan dapat ditagih tersebut kepada PEMOHON, sebagaimana
ternyata dari surat-surat PEMOHON dan kuasa hukumnya
sebagal berikut : -

- Surat No. 057/TL-ASTRIA/XI/97 tertanggal 30 Desember
1997,

* ~ Surat No. 906/TL-ASTRIAVII/98 tertanggal 24 Juli 1998;

- Surat No. 1151/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 3 Desember
1998, :

~ Surat No. 1235/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 28 Desember
1998,

-~ Surat No. 1432/TL-ASTRIA/IV/99 tertanggal 28 April 1999:;
- Surat No. 1584/TL-ASTRIA/IV/O9 tertanggal 14 Juli 1999;
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- Surat Peringatan No. 108/JAS.NLIT/IX/G9 tertanggal 20
September 1989;

- Suret Peringatan No. 112/JAS.NLIT/X/9S tertanggal 30
September 1999,

—- Surat Peringatan No. 114/AJAS.NLITAX/99 fertanggal 14
September 1899, namun Termohon tetap tidak melakukan
pembayaran;,

QOieh karena itu TERMOHON teiah ternyata mengabaikan ke-
wajibannya menurut hukum  untuk  membayar hutang-
hutangnya kepada PEMOHON (Bukti P-23, P-2b, P-2c, P-2d,
P-2e, P-2f, P-2g, P-2h, P-2i),

3. Bahwa PEMOMON telah pernah mengajukan permochonan
pailit atas TERMOHON dan terdaftar dengan No. 83/PAILITY
1999/PN.NIAGA/JKT.PST. berdasarkan kesanggupan Ter-
mohon untuk membayar hutangnya, permohonan tersebut di-
cabui dengan surat No. 177/JAS.NLIT/9¢ tertanggal 6 Desem-
ber 1999. Namun setelah tanggal pembayaran yang di-
sepakali dan setelah diberikan peringatan hingga ke-2 {dua)
kalinya ternyat TERMOHON tetap tidak memenuhi kesanggupan-
nya {Bukti P-2j, P-2k, P-21);

4. Bahwa akibat tidak dibayarnya huténg tersebut, maka per
tanggal 31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga
Termohon pada Pemochon sebesar :

Hutang pokok ... Rp. . 6.000.000.000,-
Bunga per 26 Okt. 1987 - 31 Okt. 1997 ‘Rp. .- 33.000.000,-
Bunga per 1 Nov. 1987 - 12 Maret 1998 Rp.  728.000.000.-

Rp. 7.762.993.000,-
Pengurangan offset giro (13 Mar. 1998) Rp. 2.116.203.-

Rp. 6.760.875.797 -
Bunga per 13 Mar. 1897 - 31 Okt. 1898 Rp, 3.305.928.920,-
Bunga per 1 Nov. 1899 -31Des.1998 .. Rp,  337.226.863,-
Jumlah (Sisa Tagihan) . Rp. 10.404.031.580,-

(sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puiuh satu ribu
tima ratus delapan puluh rupiah)
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B. Tentang adanya hutang TERMOHON pada KREDITUR lainnya
selain pada PEMOHON

236

1.

Bahwa TERMOHON juga mempunyai hutang lain selain hu-
tang kepada PEMOHGN, yaitu kepada :

— BANK PELITA (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh
BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) beralamat
di VWisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah);

— BANK TAMARA Tbk. Kantor Pusat Operasional ASEMKA,
beralamat di Jalan Asemka No. 31 Jakarta, sebesar
Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

- BANK MODERN (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih
oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional),
beralamat di Wisma Danamoen, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 45-46, Jakarta sebesar sebesar Rp. 7.000.000.000,-
(tujuh milyar rupiah);

-~ SEJAHTERA BANK UMUM (BDL/Bank Dalam Likuidasi},
beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65, Jakarta
Pusat Sebesar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus
tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga
ratus lima puluh enam rupiah) {Bukti P-3);

Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukii secara sah
menurut hukum, TERMOHON mempunyal dua_atau lehih
kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1598;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, adanya
hutang-hutang TERMOHON yang telah jatuh tempo dan da-
pat ditagih serta wajib dibayar oleh TERMOHON kepada
PEMOHON. Selain juga terbukti adanya hutang TERMOHON
kepada kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, dan sam-
pai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, TERMOHON tetap tidak
membayar kepada PEMOHON, maka menurut hukum cukup
alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permo-
fionan PEMOHON agar TERMOHON dinyatakan pailit;
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4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomer 4
Tahun 1998 tentang Kepallitan, maka guna melindungi
kepentingan  Kreditur/PEMOHON, karena dikhawatirkan
TERMOMON hendak melakukan perbuatan hukum atau harta
kekayaan yang dapat berakibat merugikan kepentingan
PEMOHON, maka dimohon agar Ketua Pengadilan Niaga
berkenan untuk menunjuk Kurator sementara hingga wakiu
ditetapkannya Kurator Tetap, guna mengawasi.pengelolaan
ussha TERMOHON dan mengawasi Pembayaran kepada
Kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan TERMO-
HON dalam rangka Kepailitan, yang biayanya ditanggung oleh
TERMOHON;

5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1988 fentang Kepailitan, maka dengan
ini PEMOHON mengusulkan agar Pengadilan Niaga berkenan
mengangkat Kurator : HENDRA ROZA PUTERA, SH., yang
beralamat di Kantor Konsuitan Hukum H.R. Putera & Rekan,
Jalan Tanjung Duren Raya No. 14A, Jakarta Barat yang ber-
dasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat se-
bagai Kurator Sementara maupun Kurator Tetap serta tidak
mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai
Kurator sehubungan dengan permochonan ini maupun permo-
honan pernyataan pailit terhadap TERMOMON, (Bukti P-4)
sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasnya Pemohon
menyerahkan kepada Kebijaksanaan Pengadilan Niaga untuk

mengangkat dengan tetap memperhatikan - kepentingan
PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka
dengan hal ini PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili dan mémutuskan
hal-hal sebagai berikut : '

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan TERMOHON/PT. ASMAWI AGUNG ‘CORPO-
RATION berkedudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan
Pailit;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini
menurut pertimbangan Pengadiian;
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4. Menunjuk Sdr. Hendra Roza Putera, SH. sebagail Kurator se-
mentara sebelum TERMOHON dinyatakan Pailit dan selanjut-
nya sebagai Kurator atas pernyataan Pailit in;

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggitan secara patut
menurut hukum, maka pada hari sidang pertama telah ditetapkan
(Senin tanggal 07 Februari 2000) Pemohon (Kreditur) hadir di persi-
dangan yang diwakili oleh kuasanya JUNAIDI ALBAB SETIAWAN, SH.
dan RAHMATTULLAH RUSLAN, SH., para Advokat dan .Pengacara
berkantor di Wisma Nugraha lantai 2 Jalan Raden Saleh Raya No. 6
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
034/JAS.LITIXIIGY tanggal 30 Desember 1999 akan tetapi AD/ART-
nya belum siap, dan untuk Kreditur lain dan Debitur tidak hadir baik
sendiri maupun kuasanya walaupun sudah patut dipanggil menurut
hukum, dan untuk Kreditur lain dan Debitur agar dipanggil kembali
untuk acara sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ke-dua tanggal 10 Februari
2600 para pihak hadir dalam persidangan, untuk Kreditur hadir kuasa-
nya yang kemudian persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan surat
kuasa masing-masing pihak, dan surat kuasa Pemohon Kreditur
dianggap sudah lengkap akan tetapi AD/ART nya betum ada, selanjut-
nya untuk Debitur menyerahkan surat kuasanya tertanggal 7 Februari
2000 akan tetapi belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dan kuasa Debitur menerangkan surat kuasanya akan
didaftarkan setelah selesai persidangan tetapi AD/ART nya belum siap,
begitu juga untuk Kreditur lain hadir dari BPPN yang kapasitasnya
mewakili 3 (tiga) Bank yaitu Tamara Bank, Pelita Bank, Modern Bank
yang diwakili oleh kuasanya yaitu RUDI SIHOMBING, SH. akan tetapi
surat kuasanya belum bisa diterima karena belum ditandatangani oleh
pihak yang berwenang untuk memberikan kuasa bagi ketiga Bank
tersebut dalam hal ini Kepala BPPN dan Kuasa Kreditur lain menerang-
kan untuk surat kuasanya akan didaftarkan terlebih dahulu di Kepani-
teraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan akan diserahkan pada
persidangan berikutnya, sedangkan PT. Sgjahtera Bank Umum (Bank
Dalam Likuidasi) tidak pernah-hadir dalam persidangan wailaupun telah
dipanggil dengan patut menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemo-
hon (Kreditur) telah melampirkan surat-surat bukti yang diberi tanda
P.1a sampai dengan P-11, telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya di muka Majelis Hakim, vaitu :
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

Bukti P-1a
Bukti P-tb
Bukti P-1c
Bukti P-2a
Bukti P-2b
Bukti P-2¢
Bukti P-2d
Bukti P-2e
Bukti P-2f
Bukti P-2f
Bukti P-2g
Bukti P-2h

Bukti P-2j

Bukti P-2k

Bukti P-2I

Bukti P-3a

: Fotocopy Perjanjian Kredit No. 02 1/FT/KG/XV

1996 tertanggal 26 November 1995 (sesuai ash);

- Fotocopy Surat Sanggup membayar tertanggal 26

November 1996 {sesuai asli);

: Fotocopy Tanda Terima Uang oleh TERMOHON

tertanggal 26 November 1996 {sesuai asli);

. Fotocopy Surat No. 057/TL-ASTRIA/XINO? ter-

tanggal 30 Desember 1997 (sesuai copy);

: Fotocopy Surat No. 906/TL-ASTRIANINGS ter-

tanggal 24 Juli 1398 (sesuai copy);

. Fotocopy Surat No. 1151/TL-ASTRIA/XIHGE ter-

tanggal 3 Desember 1998 (sesuai copy);

. Fotocopy Surat No. 1235/TL-ASTRIA/XI/SS ter-

tanggal 28 Desember 1998 (sesuai copy);

. Fotocopy Surat No. 1432/TL-ASTRIAAVIOY ter-

tanggal 24 April 1999 (sesuai copy);

. Fotocopy Surat No. 1584/TL-ASTRIANINGS ter-

tanggat 14 Juli 1997 (sesuai copy);

: Fotocopy Surat Peringatan No. 106/JAS.NLIT/IX/

99 tertanggal 20 September 1999 (sesuai asli);

. Fotocopy Surat Peringatan No. 112/JAS.NLITAX/

99 tertanggal 30 September 1999 (sesuai asli);

' Fotocopy Surat Peringatan No. 144/JAS.NLIT/X/
- 89 tertanggal 14 Oklober 1999 (sesuai asli);

. Fotocopy Surat No. 177/JAS.NLIT/XIil/1998 ter-

tanggal 9 Desember 1999 perihal Pencabutan
Permchonan Pailit (sesuai asli);

. Fotocopy Surat No. - 180/JAS.NLIT/X11/1999 ter-

tanggal 22 Desember 1998 perihal Upaya Ne-
gosiasi Pembayaran Hutang (sesuai asli);

. Fotocopy Surat No. 182/JAS NLIT/XII/1988 ter-

tanggat 30 Desernber 1999 perihal Upaya Nego-
siasi Pembayaran Hutang |l (sesuai asli);

: Fotocopy Surat dari Bank Indonesia No. 1/5/DPIP/

IDPIP/Rahasia terfanggal 11 Oktober 1999 (sesuai
asli); E
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23,

24,

25.

240

" Bukti P-3b

Bukti P-4

Bukti P-5

Bukti P-8

Bukti P-7

Bukti P-8

Bukti P-9

Bukti P-10

Bukti P-11 -

. Fotocopy Lampiran Surat Bank indonesia No.

1/5/DPIPADIPIP/Rahasia tertanggal 11 Oktcher
1998 {sesuai asli};

. Fotocopy Surat dari- Kantor Hukum H.R. Putera &

Rekan perihal. Konfirmasi Kesediaan menjadi
Kurator (sesuai ash);

| : Fotocopy Akta No. 108, tanggal 18 Desember

1997 Notarls Maria Andriani Kidarsa, perihal
Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para peme-
gang saham PT. Astria Raya Bank (DLK) (sesuai
asli};

. Fotocopy Pengumuman RUPS luar biasa PT.

Astria Raya Bank (DLK) pada harian Bisnis indo-
nesia dan Suara Pembaharuan tanggal 22 De-
sember 1997 (sesuai asli);

. Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris

Maria Andiriani Kidarsa kepada Menteri Kehakim-
an Rl mefalui Dirjen Hukum dan Perundang-
undangan, ¢g. Direktur Perdata perihal Keputusan
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, ter-
tanggal 24 Desember 1997 (sesuai asl),

: Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia No.

10 tertanggal 3 Februari 1398 (sesuai asli);

: Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Per-

seroan Terbatas PT. Astrian Raya Bank (DLK)
No. 17 tanggal 13 Agustus 1998, Notaris Hasanal
Yani A.A., SH. (sesuai asli);

: Fotocopy Surat Bank Indonesia Nomor @ 31/1208/

UPPB/AJP tertanggal 30 Desember 1998 perihal
upaya-upaya Penyelesaian Tim Likuidasi PT. As-
trian Raya Bank {DLK) (sesuai asii);

Fotocopy Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1655/
UPPB/AGP tertanggal 19 Maret 1999 perihal

keanggotaan Tim Likuidasi PT. Astrian Raya Bank
{DLK) (sesuaj asl);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pihak
Kreditur lain telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL-
1.1 sampai dengan Kl.-3.5, yaitu :
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1. Bukti KL-1.1
2. Bukti KL-2.1
3. BuktiKL-2.2

4. BuktiKL-2.3

5. BuktiKL-2.4

6. BukiiKL-3.1

7. BukiiKL-3.2

8. Bukti KL-3.3

9. Bukti KL-3.4

10. Bukti KL-3.5

. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 129/PDR-R/RKO/

BPAVISY, tanggal 10 April 1997 (sesual dengan
asli};

. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 224, tang-
‘gal 24 Oktober 19956, dibuat di hadapan BRAY.

Mahyastoeti Notonzgors, SH. di Jakarta (sesuai
asli); '

. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 163/SPPU-FL/IMB/

/1995 (sesuai asli);

: Fotocopy - Perubahan  No. - 460/SPPU-FL/IMB/X/

1995 tanggal 24 Oktober 1995 (sesuai copy);

. Fotocopy Perjanjian Kredit No. §14/SPPU-FL/MB/

A/1996 tanggal 24 Okloher 1996(sesuai ash);

Fotocopy  Perjanjian Kredit Dengan Jaminan
Borgtocht No. 00272/SPPU/G/95 (sesuai asli);

: Fotocopy _Persetu;uah Perubahan Maksimum

Fasilitas Kredit, tanggal 7 Desember 1985, berikut
lampiran Surat Aksep sebesar Rp. 10 Milyar
diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation tang-

“‘gal 30 September 1995 (sesuai asl);
: Fotocopy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit

Pertama (1) tanggal 30 September 1935 (sesuai
asliy, - _ . :

. Fotocopy Surat Persetujuan: Perpanjangan Kredit
-Kedua (I} tanggal 30 Septémber 1996, berikut

lampiran Surat Aksep sebesar Rp. 20 Miyar
diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation tang-
gal 7 Desember 1995 (sesuai ash);

: Fotocopy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit

ketiga () tanggal 30 September 1897 berikut
lampiran - Surat- Aksep sebesar Rp. 20 Milyar
diterbitkan tanggal 30 Septémber 1996 dan fampir-
an Surat Sanggup sebesar Rp. 10 Milyar diterbit-
kan PT. Asmawi Agung Corporation tanggal 30
September 1997 (sesuai asii);

Menimbang, bahwa pihak Debitur juga untuk menguatkan dalil-
dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukli surat yang diberi
tanda 7-1 sampai dengan T-8, yaitu © .
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1.

242

Bukti T-1

Bukti T-2

Bukti T-3

Bukti T-4

Bukti T-5

Bukti T-6

. FFotocopy Surat Jaminan Pribadi tanggal 26 No-

vember 1996, dimana berdasarkan Surat Jaminan
Pribadi tersebut, terbukti uwtang TERMOHON (PT.
Asmawi Agung Corporation) dijamin cleh LESMANA
BASUK! sebagai PENJAMIN (BORG), dengan
demikian terbukii pula PEMOHON adalah meru-
pakan "KREDITUR SEPARATIS" dan tidak berhak
untuk mengajukan Permohonan Pailit terhadap
TERMOHON, sebagaimana putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 07 K/N/ 1998 tang-
gal 4 Februari 1998 (sesuai copy);

. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 6

Desember 1998, dimana berdasarkan Surat Per-
nyataan Perdamaian tersebut, terbukti telah ter-
capai kesepakatan antara TERMOHON dengan
Pemegang Saham Terbesar dari Pemohon (PT.
Astria Raya Bank, BDL) yaitu Henry Liem untuk
menyelesaikan utang TERMOHON dengan
PEMOHON (sesuaj asli);

. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 9 November

1999 antara TERMOHON dengan PT. BUMISURI
ADILESTAR! dan PT. RISKA PRIMA INTERNA-
TIONAL yang merupakan GROUP BANK PELITA,
dimana dalam perjanjian tersebut, terbukti utang
TERMOHON yang ada di PT. BANK PELITA
(BBO) telah diselesaikan bersama antara TER-
MOHON dengan GROUP BANK PELITA (sesuai
asli);

. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 7 Atustus 1998

antara TERMOHON dengan PT. MODERN
GROUP, dimana Perjanjian tersebut, terbukti
utang TERMOHON vyang ada di PT. MODERN
Tbk. telah diselesaikan bersama antara TERMO-
HON dengan MODERN GRQUP (sesuai asli);

: Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Asmawi Agung Corporation No. 120 tanggal 30
September 1997 (sesuai asli);

. Fotocopy Surat Pernyataan Kepuiusan Rapat PT.

Asmawi Agung Corporation No. 121 tanggal 30
September 1997 (sesuai asli);
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita
acara persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan
suatu apapun lagi kecuall mohon puiusan, '

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemo-
hon adalah sepagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftarkan d} Kepan
iteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2000
yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif maka per-
raohonan  tersebut mendapa’fkan Nomor Reg:stram 03/PailitZ000/
PN .Niaga/Jkt.Pst.;

Menimbang, i:ahwa yvang mengadn alasan permohonan dari
Pemohon adatah sebagai berikut

1. Adanya Utang PT. Asmawi Agung Ccrporatlon {Debitur) sebesar
Rp. 10.404.031.580,~ {sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga
puiuh satu ribu lima ratus delapan puiuh rupiah) yang terdiri dari

Hutang pokok ..o RpL 6 000. DDO 00{} -
Bunga per 26 Oki. 1997 - 31 Okt. 1887 ....Rp. 33.000..000.—
Bunga per 1 Nov. 1897 - 12-Maret 1998 .. Rp. - *728.000.000.-
Rp. 7.762.993.000-
Pengurangan offset giro 13 Maret 1998  Rp. i '2.'116.2(}3‘_
o "~ Rp. 6.760.875.797-

Bunga per 13 Maret 1997 - 31 Okt 1999 . Rp.- 3.3056.028.020,- -+
Bunga per 1 Nov. 1999 - 31 Des 1998 ... Rp.  337.296.863,-
Rp. 10.404.031.580. -

pada Pemchon (Kreditur) timbul sebagat akibat ditandatanganinya
perianjian kredit No. 021/PT/KB/XI/86 antara Pemohon {Kreditur)
dengan Debitur yang kemudian diikuti dengan penandatanganan
surat sanggup dan tanda terima uang oleh Debitur kesemuanya
pada tanggal 26 November 1896 dimana Debitur menerima fasili-
tas kredit sebesar Rp. 6.000.000.000,- {enam milyar rupiah)
dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1% per
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12 bulan dan utang sebagaimana tersebut di atas telah jatuh
tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 November 19%7;

Bahwa setelah utang Debitur sebagaimana tersebut di atas Jatuh
Tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 November 1997, Debitur
tidak membayar utang tersebut walaupun Pemochon (Kreditur)
sendiri maupun melalui kuasa hukumnya telah berusaha me-
nagihnya meialui surat tertanggal 30 Desember 1997, 24 Juli
1998, 3 Desember 1898, 28 Desember 1998, 28 Aprii 1999, 14
Jult 1999 dan telah pula melakukan somasi berdasarkan surat
tertanggal 20 September 1999, 30 September 1999 dan 14 Okto-
her 1999;

Bahwa Pemohon (Kreditur) telah pernah mengajukan permohonan
pailit bagi Debitur ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ter-
daftar dengan Nomor Registrasi : 83/PAILIT/1999/PN.NIAGA/IKT.
PST. namun oleh karena Debitur menyatakan sanggup untuk
membayar utangnya maka Pemochon {Kreditur) kemudian men-
cabut permohonan tersebut dengan surat No. 177/JAS.NLIT/99
Namun setelah tanggal pembayaran yang disepakati oleh Pemo-
hon (Kreditur) maupun Debitur hingga Pemohon (Kreditur) menga-
jukan permohonan pernyataan pailit bagi Debitur untuk yang
kedua kafinya Debitur tidak juga membayar utangnya walaupun
Pemohon (Kreditur) melalui kuasa hukumnya telah melakukan
somasi sebanyak 2 (dua) kali berdasar surat tertanggal 22 De-
sember 1999 dan tanggal 30 Desember 1999, hingga karenanya
Pemohon (Kreditur) mohon agar Debitur dinyatakan patiit dengan
segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang dike-

mukakan Pemohon (Kreditur) tersebut maka Debitur melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan tanggapan tertanggal 14 Februari 2000
vang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.

244

Dalam Eksepsi
a. Surat Kuasa Pemohon pailit tidak sah, karena :

a.1. Dalam peraturan yang berkenaan dengan likuidasi bank
tidak ada disebutkan tim likuidasi berwenang untuk meng-
ajukan kepailitan terhadap Debitur;

a.2. Surat Kuasa dari Kreditur Lain tidak ditandatangani oleh
yang berwenang, dalam hal ini Kepala BPPN dan tidak
pula dilengkapi oleh kuasa dari Kreditur Lain yang ber-
sangkutan, yaitu Bank Modem, Bank Pelita dan Bank
Tamara,
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karenanya keberatan para Kreditur Lain haruslah dikesamping-
kan;

b. Permohonan Psmeohcon prematur dan alau obscuur libell,
karena : Pemohon (Kreditur) belum atau tidak pernah melaku-
kan penagihan pada Personal Guarantor Debitur yaitu Saudara
l.esmana Basuki, apalagi Pemohon (Kreditur) dalam hal ini
berkedudukan selaku Kreditur Separatis;

2. Dalam Konpensi :

a. Adanya SWAP LOAN antar Bank yang diikuti dengan ke-
sepakatan untuk melepaskan pembayaran utang pada Bank
Kreditur dengan cara mengambil alih secara timbal balik utang
masing-masing pihak dalam grupnya dimana Pemochon
{Kreditur) akan melunasi utang Debitur dan PT. Ascal
{pemegang saham PT. Sejahtera Bank Umum) akan melunasi
utang PT. Kalyana Mitra dan PT. Abdijasa (yang termasuk
pada kelompok atau group, Pemohon) yang ada pada Sejah-
tera Bank Umum (salah satu Kreditur Lain} menjadikan alasan
bagi Debitur untuk menolak dalil Pemohon akan adanya utang
Debitur yang telah dapat ditagih;

b. Adanya perkara kepailitan No. 83/Patittf1999/PN Niaga/Jki Pst.
dan pencabutannya diakui oleh Debitur, akan tetapi dalil selan-
jutnya dari Pemohon (Kreditur) sehubungan dengan pencabui-
an perkara tersebut yang menyatakan bahwa Debitur tidak
pernah memenuhi kesepakatan yang dibuat setelah pencabut-
an adalah tidak henar, oleh karena keadaan tersebut terjadi
akibat ulah pemegang saham terbesar dari Pemaohon (Kreditur)
yaitu Saudara Henri Liem akan tetapi Debitur tetap berusaha
untuk menyelesaikannya; karenanya Debztur menolak dalil-dalil -
Pemohon (Kreditur) tersebut;

c. Adanya ufang Debitur pada Kreditur Lain selain Pemochon
(Kreditur) adalah tidak benar, karena utang Debitur pada
Kreditur Lain yaits Bank Pelita {BBO) sebesar Rp. 10.000.000.000 -
(sepuiuh milyar rupiah) telah disélesatkan menurut Surat Per-
janjian tanggal @ November 1999, terhadap PT. Bank Tamara
sebesar Rp. 20.000.000.000,- {dua puluh milyar rupiah) telah
ada kesepakatan penyelesalan secara timbal balik, sedangkan
terhadap PT. Modern Bank (BBP) sebesar Rp. 7.000.000.000,-
(tujuh milyar rupiah) telah diselesaikan berdasarkan peranjian
tanggal 7 Agustus 1998 dan terhadap PT. Sejahtera Bank
Umum (Bank Dalam Likuidasi) telah langsung didebet, se-
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hingga karenanya Debitur tidak memiki utang pada Kreditur
Lain sebagaimana didalilkan Pemohon (Kreditur) dalam per-
mchonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya
maka Pemohon (Kreditur) telah mengajukan bukti-bukti surat yang di-
materai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di
muka sidang, bertanda P-1 sampai dengan P-11, begitu pula halnya
dengan Debitur, telah mengajukan bukti surat yang telah dimeterai
secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinyanya di muka
sidang, bertanda T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) Kreditur Lain yang disebutkan
Pemohon (Kreditur) dalam surat permohonan pernyataan pailitnya ini
telah hadir 3 (tiga) Bank,m yaitu : PT. Bank Pelita (BBO), PT. Bank
Modern (BBO), dan PT. Bank Tamara yang dalam hal ini diwakili oleh
Rudi Sihombing, SH. dan kawan-kawan dari BPPN (Badan Penye-
hatan Perbankan Nasional) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor -
SRKA-087/BPPN/0200 tanggal 10 Februari 2000 (bagi kepentingan
PT. Bank Pelita (BBO)), Nomor : SRKA-088/BPPN/0200 tanggal 10
Februari 2000 (bagi kepentingan PT. Bank Modern (BBO)), dan No-
mor: SRKA-086/BPPN/0200 (bagi kepentingan PT. Bank Tamara Thk.)
sedangkan Pt Sejahtera Bank Umum (Bank Datam Likuidasi) tidak
pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan
patut menurut peraturan yang berlaku, sehingga menurut hukum yang
bersangkutan dianggap tidak mempergunakan haknya selaku Kreditur
Lain dengan konsekwensi lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan hak-
haknya dalam putusan ini; :

Menimbang, bahwa ke-3 (tiga) Kreditur Lain tersebut di atas te-
lah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai secukupnya
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, ber-
tanda bukti KL-1 sampai dengan KL-3 guna memperkuat poisisinya
selaku Kreditur Lain datam permohaonan pernyataan pailit ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majefis mempertimbangkan materi
dari Permohonan Pemchon (Kreditur) ini, maka terlebih dahulu Majelis
Hakim perlu mempertimbangkan tanggapan Debitur tersebut di atas
dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa :

- Surat kuasa Pemohon tidak sah karena dalam peraturan yang
berkenaan dengan likuidasi Bank tidak ada disebutkan bahwa

tim fikuidasi berwenang uniuk mengajukan kepailitan terhadap
Debitur;
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Menimbang, bahwa mengenai sah atau fidak sahnya
suaty surat kuasa khusus bukaniah ditentukan oleh Peraturan
Pemerintah Republik indonesia No. 68 Tahun 1996 yang ke-
mudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 40 Tahun 1997 jo Surat Keputusan Bank [ndonesia
No. 30/63/KEP/Dir tanggal 2 September 1997 sebagaimana
disebut dalam tanggapan Debitur akan tetapi oleh Pasal 123
HIR oleh karena hal ini merupakan bagian dari hukum acara
perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR di-
hubungkan dengan surat kuasa Pemchon (Kreditur) dalam
permohonan pernyataan paifit ini serta dihubungkan pula
dengan bukti -P-5 sampai P-11 terdapat fakia hukum yang
memperfihatkan bahwa surat kuasa Pemohon {Kreditur) tefah
memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR, disamping ity pula Debitur
tidak dapat membukiikan bahwa surat kuasa Pemohon
(Kreditur) tersebut adalah tidak sah karenanya adalah beralas-

an menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk’ menolak eksepsn
Debitur ini;

- Surat kuasa Kreditur Lain tidak 'ditandatangani oleh pihak yang
berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Badan Penyehatan Per-
bankan Nasional (BPPN) dan tidak pula dilengkapi cleh kuasa
dari Kreditur Lain yang bersangkutan yaitu Bank Modern, Bank
Pelita (Keduanya dalam status BBO) serta Bank Tamara Tbk.:

Menimbang, bahwa dengan mengambif alih pertimbangan
hukum mengenai surat kuasa Pemohon - (Kreditur) sebagai-
mana tersebut di atas dihubungkan pula dengan surat kuasa
khusus bagi kepentingan PT. Bank Tamara Tbk. No. SRKA-
086/BPPPN/0200 tanggal 10 Februari 2000 dalam permohonan
ini, surat kuasa khusus bagi kepentingan PT. Bank Pelita No.
SRKA-087/BPPN/0200 tanggal t0 Februari 2000 dalam per-
mohonan ini serta surat kuasa khusus bagi kepentingan PT.
Bank Modern No. SRKA-088/BPPN/0200 tanggal 10 Februari
2000 dalam permohonan ini dihubungkan dengan Undang-
undang Nomar 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun -1998 jis
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) jis Peraturan Peme-
rintah Nomor 95 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Pera-
turan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penye-
hatan Perbankan Nasional (BPPN) jis Surat Keputusan Presi-
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den Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2000 fanggal 11
Januari 2000 dimana dapat disimpulkan bahwa bagi Bank-Bank
yang berada dibawah pengawasan Badan Penyehatan Per-
bankan Nasional (BPPN) diperlukan kuasa dari pihak yang
berwenang yaitu kepala Badan Penyshatan Perbankan Nasional
(BPPN), bukan lagi dari direksi Bank yang bersangkutan,
karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis
Hakim untuk menolak eksepsi Debitur ini;

Terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemo-
hon (Kreditur) adatah prematur dan atau obscuur libell -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukii P-1 sampai dengan
P-3b dihubungkan dengan bukii T-1 sampai dengan T-5 terdapat
fakta hukum yang memperfinatkan bahwa Saudara Lesmana
Basuki (komisaris utama dari Debitur} dalam kapasitasnya selaku
pribadi telah menjadi personal guarantor atas utang Debitur, dan
selku personal guaranior yang bersangkutan ternyata telah
melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana diberikan oleh
Undang-undang sehingga Pemochon (Kreditur) dapat memilih
untuk menagih utang dimaksud pada Debitur atau pada personal
guarantomya yang kini memiliki kedudukan yang setara dan ter-
bukti bahwa Pemohon (Kreditur) menjatuhkan piihannya untuk
melakukan penagihan utang pada Debitur; karenanya adalah bera-

lasan menurut hukum bagi Majelis untuk menolak eksepsi Debitur
ini;

H

Terhadap tanggapan Debitur yang menyatakan bahwa :

~ Adanya transaksi SWAP LOAN antara Bank yang dilkuti dengan
kesepakatan untuk melepaskan kewajiban pembayaran utang
pada Bank Kreditur dengan cara mengamhil alih secara timbal
balik utang masing-masing pihak dalam groupnya hingga
karenanya tiada lagi utang Debitur pada Pemohon (Kreditur)
ternyata tidak cukup dapat dibukfikan cleh Debitur melaiui bukii
T-2, padahal menurut Pasal 163 HIR terdapat azas hukum
“siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan dalilnya ter-
sebut’ hingga karenanya adalah beralasan menurut hukum
bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur ini;

- Adanya pencabutan perkara permohonan pernyataan pailit
Pemohon (Krerditur} terhadap Debitur Nomor 83/Pailit/199%/
PN.Niaga/Jkt.Pst. yang diikuli dengan kesepakatan antara
Pemohon (Kreditur) dengan Debitur mengenai pelunasan utang
Debitur tersebut akan tetapi Debitur kemudian tidak mentaati
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kesepakatan tersebut akibat ulah pemegang saham terbesar
dari Pemohon (Kreditur), namun Debitur tetap berusaha untuk
meniaaii kesepakatan tersebut memperlihatkan adanya fakia
hukum bahwa tanggapan ini {erlihat kontradiktif, sehingga jika
fakia ini dikaitkan dengan bukii T-2, P-1 sampai dengan P-11
menunukian bahwa benar Debitur punya utang, disamping itu
pula Debitur tidak dapat membuktikan bahwa terhadap ke-
sepakatan tersebut memang benar berusaha untuk mentaati-
nya sedangkan menurut Pasal 163 HIR terhadap azas hukum
yang menyatakan : "siapa yang mendalilkan harus dapat mem-
buktikan dalilnya tersebut” hingga karenanya adalah beralasan
menurut hukum bagi Majelis Hakim uniuk menoiak tanggapan
Debitur inj;

- Adanya utang Debiiur pada Kreditur Lain vaitu PT. Bank Pelita
(BBO), PT. Bank Modern (BBO) telah diselesaikan menurut
surat perjanjian tanggal 8 November 1992 dan perjanjian tang-
gal 7 Agustus 1998 sedangkan utang Debitur pada PT. Bank
Tamara Tbk. telah -ada kesepakatan timbal -balik sehingga
karenanya Debitur tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih oleh Kreditur Lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 terdapat fakta hukum
yang menyatakan bahwa utang Debitur pada Kreditur Lain yaitu PT.
Bank Pelita (BBO) telah diselesaikan berdasarkan bukti T-4 terdapat
fakta hukum bahwa utang Debitur pada Kreditur Lain yaitu PT. Bank
Modern (BBO) telah pula diselesaikan, namun Debitur tidak dapat
membuktikan adanya kesepakatan timbal balik antara Debitur dengan
PT. Bank Tamara Tbk. selaku Kreditur Lain, padahal menurut Pasal
163 HIR terdapat azas hukum “siapa yang mendalilkan harus dapat
membuktikan dalilnya tersebut” hingga karenanya adalah beralasan
menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur
ini; ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4
Tahun 1998 tentang Kepailitan menentukan bahwa Debitur yang mem-
punyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit
dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa hubungan yang ada antara Debitur dengan
Kreditur sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan perikatan,
yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (vermogen recht) antara
dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu {(disebut
sebagai Kreditur) dan pihak lainnya berkewajban untuk melak-
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sanakannya (disebut sebagai Debitur), obyeknya tertentu dan subyek-
nyapun tertentu pula dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu
{yaitu Debitur) tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan
apa yang disebut Utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam sejumlah uang baik dalam mata uang Indonesia
maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun kontinjen,
yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib
dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada
Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Dehitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan diri pada ketentuan Pasal 1
ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan,
maka berdasarkan bukti P-1a didapat fakta hukum bahwa benar Debi-
tur memiliki utang pada Pemohon (Kreditur} sebagai akibat penanda
tanganan perjanjian Kreditur Nomor : 0214/PT/KG/X/XI/96 dimana
Pemohon (Kreditur) memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman tetap sejum-
fah Rp. 6.000.000.000,- {enam milyar rupiah) pada Debitur dengan
fangka wakiu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 26 Novem-
ber 1986 sampai dengan 26 November 1997 dan ketentuan bunga se-
besar 22% dan provisi sebesar 1% yang kemudian diikuti dengan pe-
nanda tanganan surat sanggup (aksep atau promes} (vide bukti P-1b)
dan tanda terima uang oleh Johnny Basuki dan Sugeng Basuki selaku
wakil dari Debitur, hal mana membuktikan bahwa Debitur menyetujui
untuk memenuhi syarat-syarat yang ada dalam perjanjian Kredit (vide
bukti P-1a) serta telah pula menerima pinjaman dimaksud sebagai
bukti dari realisasi perjanjian kredit {vide bukti P~1c)

Menimbang, bahwa dalam waktu yang bersamaan pula tanggal
26 November 1996 Saudara Lesmana Basuki yang nota bene adalah
Komisaris Utama Debitur (vide bukti T-5) menandatangani surat jamin-
an pribadi untuk menanggung utang Debitur pada Pemohon {Kreditur)
{vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah pinjaman atau fasifitas kredit yang
diberikan oleh Pemohon (Kreditur) tersebut jatuh tempo pada tanggal
26 November 1997 ternyata Debitur tidak membayar pinjaman atau
fasilitas Kredit untuknya tersebut hal mana memperlihatkan adanya
fakta hukum bahwa benar Debitur yang terjadi akibat penandatangan-
an dan diikuti dengan realisasi perjanjian kredit tersebut telah Jjatuh
tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon (Kreditur) selaku pemberi
kredit hingga Pemohon (Kreditur) melalui suratnya tertanggal 30
Desember 1997 (vide bukti P-2a), 24 Juli 1998 {vide bukti P-2h), 3
Desember 1998 (vide bukti P-2c}), 28 Desember 1998 {vide bukti P-2d),
28 April 1999 (vide bukti P-2e), 14 Juli 1899 (vide bukti P-2f) telah be-

1
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rusaha menagihnya namun tanpa hasil, sehingga Pemohon (Kreditur)
melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara JA. Setiawan & Part-
ners telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan masing-masing
tertanggal 20 September 1988 (vide bukti P-2g), 30 September 1999
(vide bukli P-2h) dan 14 Oktober 1999 (vide bukti P-2i), juga tanpa
hasii sehingga Pemohon mengajukan permchonan pernyataan pailit
terhadap Debitur akhir tahun 1999 dan mendapat Nomor Register
83/Pailiy1999/PN. Niaga/Jkt.Pst., akan tetapi oleh karena telah ditanda-
tanganinya pernyataan perdamaian tanggal 6 Desernber 1999 antara
FPemohon (Kreditur) dengan Debitur (vide bukti T-2) maka Pemchon
{Kreditur) melalui kuasa hukumnya mengajukan surat pencabutan
perkara No. 177/JAS.NLIT/XI/99 tanggal 6 Desember 1989 (vide bukti
P-2]},

Menimbang, bahwa ternyata kesepakatan perdamaian sebagai-
mana dimaksud dalam bukti T-2 tersebut tidak pernah ditindak lanjuti
oleh Debitur sehingga Pemohon (Kreditur) melalui Penasehat Hukum-
nya telah mengajukan 2 {dua) kali surat peringatan masing-masing
tertanggal 22 Desember 1998 (vide bukti P-2k) dan tanggal 30 Desem-
ber 1989 (vide bukti P-2i} sehingga akhirmya Pemchon (Kreditur)
melalui kuasa hukumnaya mengajukan permohonan pernyataan pailit
terhadap Debitur untuk yang kedua kafinya dan mendapat Nomor
Perkara : 05/Pailit/2000/PN_Niaga/Jkt.Pst. hal mana memperkuat fakta
hukum bahwa Debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan da-
pat ditagih oleh Pemohon (Kreditur) selaku permberi Kredit;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 sampai dengan P-2 (a
sampai i) P-3a dan P-3b terbukti bahwa benar Debitur ‘'mempunyai
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon
(Kreditur} walaupun Pemohon (Kreditur) telah ditikuidasi sebagaimana
dibuktikan oleh bukti P-5 sampai dengan P-9 namun masih tetap
memiliki hal dan kewajiban yang sama dengan Pemohon (Kreditur)
sebelum dilikvidasi, termasuk menagih utang sebagaimana tersebut di
atas pada Debitur (vide bukti #-10 sampai dengan P-11; hal mana
memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa benar Pemohon (Kreditur)
adalah Kreditur yang sah dari Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarian bukti Kreditur Lain | didalikan
oteh Kreditur Lain | yaitu PT. Bank Pelita (BBO) bahwa Debitur memiliki
utang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang
sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur Lain | akan tetapi
Kreditur Lain 1 tidak dapat membukiikan adanya realisasi bukti Kreditur
lain | {perjanjian kredit antara Debitur dengan Kreditur Lain 1) disamping
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itu pula bukti Kreditur Lain | ini ternyata dapat dilemahkan oleh bukti T-
3

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL.Il-1 sampai dengan
KL.1i-4, didalilkan oleh Kreditur Lain 1l yaitu PT. Bank Modern (BBO)
bahwa Debitur memiliki utang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh
milyar rupiah) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur
Lain Il akan tetapi Kreditur Lain Il tidak dapat membukiikan adanya
realisasi bukti KL.1I-1 sampai dengan KL.Il-4 dimaksud, disamping itu
puta bukti Kreditur Lain Il ini ternyata dapat dilemahkan oleh buki T-4:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih penguraian fakta
hukum mengenai keberatan utang Debitur kepada Kreditur Lain | mau-
pun Kreditur Lain i} di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
tidak terdapat utang Debitur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
cleh Kreditur Lain | dan Kreditur Lain I

Menimbang, bahwa akan tetapi Kreditur Lain 1l yaitu PT. Bank
Tamara Tbk. berdasarkan bukti KL.III-1 sampai dengan KL.HI-5 ter-
nyata dapat membuktikan bahwa Debitur memiliki utang yang sudah
jatuh tempo dan dapat ditagih, termasuk membuktikan bahwa bukti-
bukti yang diajukan oleh Kreditur Lain il ini telah mendapatkan reali-
sasinya (terlampir dibelakang bukti KL.IlI-1 sampai dengan KL.HI-5)

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih penguraian mengenai
fakta hukum yang terungkap dari pengajuan bukti baik dari Kreditur
Lain |, Kreditur Lain I, maupun Kreditur Lain Il berikut pertimbangan
hukumnya sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berke-
simpulan bahwa terbukti secara sah menurut hukum bahwa Debitur
memiliki Kreditur Lain selain Pemohon (Kreditur), yakni Kreditur Lain I
(Pt. Bank Tamara, Tbk.) Kreditur Lain mana memiliki tagihan pada
Debitur yang berutang padanya, utang tersebut telah jatuh tempo dan
dapat pula ditagih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan
bukti T-6 yang diajukan oleh Debitur oleh karena tidak ada hubungan-

nya dengan Pemohon (Kreditur) maupun Kreditur Lain dalam perkara
permohonan pernyataan pailit ini;

1

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan dihubungkan dengan
bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap selama
pemeriksaan permohonan pernyataan pailit ini sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka adalah
beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan
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Debitur yaitu PT. Asmawi Agung Corporation berada dalam keadaan
pailit;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon (Kreditur)
untuk menunjuk kurator sementara ternyata tidak memesnuhi ketentuan
Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan
tidak pula dapat mengajukan bukti yang mendukung alasan Pemchon
(Krditur} mengajukan permohona tentang penunjukan kurator semen-
tara ini maka adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim

untuk menolak permohonan Pemochaon (Kreditur) tentang kurator se-
mentara;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitur dinyatakan berada
dalam keadaan pailit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya
maka berdasarkan Pasal 90 undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 se-
luruh harta kekayaan Debitur berada dalam Sitaan Umum:

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Debitur dalam
keadaan pailit sebagaimana tertera dalam armar putusan ini, maka
Debitur tidak lagi berhak berbuat bebas atas haknya yang sejak pu-
tusan. ini divcapkan menjadi budel atau harta pailit sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan dan oleh karena itu berdasar Pasal 13 ayat (1a) dan (1b)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan perlu ditunjuk
seorang Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dan seorang Kurator yang berdasarkan permohoan dari
Pemohon (Kredjtur) jo bukti P-4 telah ditujuk Saldara Hehdra Roza
Putra, SH. dari Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan seba-
gaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim,
kurator yang namanya tercantum dalam permohonan pernyataan pailit
yang diajukan dalam permohonan Pemohon (Kreditur) ini ternyata tidak
mempunyai benturan kepentingan baik dengan pihak Debitur -maupun
dengan pihak Kreditur seakan bersifat independen sebagaimana di-
maksud oleh Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan, karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi
Majelis untuk menunjuk saudara Hendra Roza Putra, SH. sebagai
kurator dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini; -

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan ‘jasa bagi
kurator dan biaya kepaifitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator
selesai menjalankan tugasnya sebagai kurator bagi debitur dalam
perkara permohonan pernyatazn kepailitan ini;
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Mengingat, Pasal 123 HIR jis Pasal 163 HIR Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jis Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 1998 sebagaimzna diubah oleh Peraturan Pemearin-
- tah Nomor 95 tahun 1889 tentang BFPN jis Pasl 1 ayat (1) jis Pasal 13
ayat (1a) dan ayat (1b) jis Pasal 13 ayat (3) jis Pasal 22 jis Pasal 90 jis
Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKARN

— Mengabuikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh
Pemohon (Kreditur) yaitu Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank
{Dalam Likuidasi);

~ Menyatakan PT. Asmawi Agung Coerporation (Debitur) berada
dalam keadaan pailit;

- Menunjuk Saudara | GUSTI NYOMAN PUTRA, SH., Hakim
Pengaditan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku
Hakim Pengawas;

- Mengangkat Saudara Hendra Roza Putra, SH. dari Kantor Konsul-
tan Hukum H.R. Putra & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Deren
Raya No. 14A Jakarta Barat sebagai Kurator;

~ Menetapkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan
ditentukan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya;

- Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,-
{lima juia delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari | JUMAT tanggal 25 FE-
BRUARI 2000, oleh kami NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. selaku
Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH dan
TJAHJONO, 3SH. masing-masing sebagat Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari ini, SENIN, tanggal 28 FEBRUAR! 2000
cleh Ketua Majelis yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Majelis
Makim tersebut dengan dibantu oleh MAHDI, SH. selaku Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon (Kreditur) dan
kuasa hukum Debitur, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Kreditur Lain.
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HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
tid. ttd.
1. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH. Ny, NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.

ftd.

2TJAHJONO, §H,

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
MAHDI, SH.
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